
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849); 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran -Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan 
Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat; 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan 
pelatihan di bidang pelayaran serta dalam upaya 
memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di 
bidang pelayaran yang prima, professional, dan 
beretika, perlu merubah Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan 
Pelatihan Ilmu Pelayaran Sorong Papua Barat; 

Menimbang 

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 37 
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN 

SORONG PAPUA BARAT 

TENTANG 

NOMOR: PM. 84 TAHUN 2014 

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 
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12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 
Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 
Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Sertifikasi dan Tugas Jaga Pelaut; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/ 18/M.PAN/ 11/2008 tentang 
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non 
Kernen terian; 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 
Tahun 2011 ten tang Pedoman Penataan Organisasi 
di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor PM 68 Tahun 2013; 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 
Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 
Tahun 2009; 

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 24); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 
tentang Sumber Daya Manusia di Bidang 
Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5310); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kernen terian Negara (Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan 
jabatan struktural eselon IV.a. 

(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon 
III.a. 

Pasal 18 

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 37 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran 
Sorong Papua Barat, diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasall 

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTER! PERHUBUNGAN NOMOR KM 37 TAHUN 
2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN 
SORONG PAPUA BARAT. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3707 /M.PAN 
RB/ 10/2014 tanggal 7 Oktober 2014; 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 106 
Tahun 2013 tentang Standard Kompetensi Jabatan 
Struktural Di Lingkungan Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian 
Perhubungan; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 91 
Tahun 2013 ten tang Tata Cara Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 
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DR. UMAR ARIS, SH. MM. MH 
Pembina Utama Madya (IV /d) 
NIP. 19630220 198903 1 001 

SLN 

SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1931 

YASONNA H. LAOLY 

ttd. 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Desember 2014 

IGNASIUS JONAN 

ttd. 

MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Desember 2014 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini 
dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik 
Indonesia. 

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

Pasal II 


